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ABSTRAK 
Agus Suciptoroso, 2008. PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN 
PAJAK REKLAME (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten 
Sragen). Fakultas Hukum UNS. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai 
pelaksanaan pelayanan (prosedur) perizinan dan pajak reklame di Badan 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, untuk mengetahui hambatan-hambatan 
dalam pelaksanaan pelayanan (prosedur) perizinan dan pajak reklame di Badan 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen 
Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum 
empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari 
sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pejabat atau pegawai negeri 
sipil yang bertugas melayani perizinan dan pajak reklame di Badan Pelayanan  
Terpadu Pemerintah dan pemohon penyelenggaraan reklame. Sumber data 
sekunder yaitu buku, literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, dan 
dari internet. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis data kualitatif dengan 
model interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka 
disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan dan pajak reklame 
didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 
Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan Keputusan Bupati Sragen Nomor 44 
Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame. Pelaksanaan 
(prosedur) perizinan pajak reklame adalah sebagi berikut : Permohonan ijin 
reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati Sragen melalui BPT Kabupaten 
Sragen. BPT Sragen melakukan penelitian terhadap berkas permohonan reklame. 
Pemberian dan/atau penolakan permohonan ijin penyelenggaraan reklame dapat 
diselesaikan dan disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 2 (dua) 
minggu terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame. 
Apabila permohonan ijin reklame dikabulkan , maka BPT Kabupaten Sragen 
mempersiapkan Surat Keputusan Bupati Sragen tentang pemberian ijin reklame. 
Ijin penyelenggaran reklame diberikan setelah pemegang ijin melunasi pajak 
reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mekanismenya adalah 
sebagai berikut : Pengajuan berkas permohonan di loket perizinan. Pemeriksaan 
berkas. Pemeriksaan Lokasi/lapangan. Penetapan Biaya/pajak. Proses SK(Surat 
Keputusan) / Izin. Pembayaran di Kasir. Penyerahan SK/Izin. Hambatan-hambtan 
berasal baik dari Badan Pelayanan Terpadu maupun pemohon penyelenggaran 
reklame.      
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan Negara yang merdeka dan berdaulat. 
Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945  bahwa pemerintahan 
terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan 
undang-undang. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka pemerintahan daerah 
diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan 
masyarakat ini dapat diwujudkan dengan peningkatan, pelayanan, 
pemberdayaan dan peran masyarakat. 
Salah satu penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pelayanan 
pemerintahan daerah atau pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik, tentu tidak dapat ditangani secara keseluruhan oleh 
pemerintah pusat, maka perlu didistribusikan kepada daerah. Sehingga, sistem 
desentralisasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Desentralisasi, ini dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintahan 
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pelayanan pemerintahan daerah ini merupakan tugas dan fungsi utama 
dari pemerintah daerah. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada 
masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu 
menciptakan kesejahteraan masyarakat (Hanif Nurcholis, 2005 : 175). 
Pelayanan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas 
administrasinya terdiri dari pelayanan publik dan pelayanan sipil. Pelayanan 
publik yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah 
kabupaten terdapat dua macam yaitu : pelayanan perizinan dan pelayanan non 
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perizinan. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut  salah 
satunya harus menyediakan jasa publik. 
Pelayanan publik yang berkualitas, sangat diperlukan guna 
mengimbangi peningkatan kondisi sosial, ekonomi serta kesadaran 
masyarakat dalam bernegara. Tugas pemerintah adalah untuk melayani 
kepentingan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Berbagai keinginan, tuntutan, 
harapan, cita-cita dan aspirasi rakyat yang diakomodasikan dalam proses 
pemerintahan sehingga menghasilkan berbagai barang dan jasa yang sesuai 
dengan kebutuhan rakyat.  
Selama ini terlihat bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah 
daerah khususnya pemerintah kabupaten kepada warga masyarakat, sering 
menimbulkan ketidakpuasan. Hal ini tampak dari banyaknya keluhan 
masyarakat itu sendiri atau melalui media massa yang ditujukan kepada 
pemerintah kabupaten, seperti dalam berbagai jenis perizinan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.   
Izin termasuk layanan publik karena orang yang memanfaatkan 
layanan tersebut harus membayar sesuai tarif yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Izin atau perizinan yang merupakan jasa publik harus sesuai 
dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten selaku 
penyelenggara pemerintahan. Sehingga apa yang akan dilaksanakan menjadi 
legal/resmi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari dalam 
memenuhi kebutuhannya tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan.  
Izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan 
dalam hukum administrasi. Hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan izin 
sebagai instrument untuk mempengaruhi hubungan dengan para warganya 
agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai 
tujuan yang konkrit (http://www.umy.ac.id/hukum/download/peijinan-nurwigati.). 
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Dalam pelayanan perizinan terdapat berbagai macam jenis perizinan 
anatar lain : izin usaha, izin industri, pajak reklame, izin mendirikan 
bangunan, izin gangguan dan lain sebagainnya. Pajak reklame merupakan 
salah satu jenis layanan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
kabupaten. Hal ini perlu ada perizinan atau perlu diatur dikarenakan banyak 
reklame-reklame liar yang tanpa izin.  
Reklame-reklame liar tersebut terpasang di jalan-jalan, baik jalan raya 
maupun jalan-jalan yang bukan jalan raya seperti di pinggir kota. Apabila hal 
tersebut dibiarkan dan tidak ditindak tegas maka kenyamanan dan keindahan 
kota akan terganggu, serta dapat mengurangi pendapatan asli daerah suatu 
kabupaten. Tindakan pemasangan reklame liar tersebut salah satu sebabnya 
karena pajak reklame yang harus dibayarkan kepada pemerintah kabupaten 
oleh pihak yang akan memasang reklame begitu besar. 
Selain itu juga dapat dilihat dari panjangnya prosedur kerja yang harus 
dilalui, sehingga memerlukan waktu yang terlalu lama; persoalan yang 
seharusnya mudah diselesaikan menjadi sangat sulit; jalur hirarki yang terlalu 
panjang; kurangnya koordinasi antara unit atau bagian; dan juga pembagian 
kerja yang kurang jelas. Disamping itu, jumlah pegawai atau aparatur 
pemerintah yang ada sangat besar tetapi dengan kemampuan yang terbatas, 
sehingga sulit untuk dilakukan pembinaan secara efektif.   
Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah kabupaten memberikan 
pelayanan perizinan yang mudah bagi pihak-pihak yang akan memasang 
reklame. Sehingga berkaitan dengan perizinan khususnya pajak reklame maka 
pemerintah kabupaten telah memberikan kemudahan bagi masyarakat atau 
pihak-pihak terkait yang akan mengajukan perizinan yaitu dengan adanya 
pelayanan satu pintu (one stop service) sebagai fasilitas perizinan yang cepat, 
mudah, murah dan transparan. 
Di setiap pemerintah kabupaten yang ada di Indonesia memiliki suatu 
badan atau unit yang menagani pelayanan publik yang terpadu, nama badan 
atau unit di masing-masing daerah tidak sama, menyesuaikan dengan 
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keperluan masing-masing daerah. Mengenai pelaksanaan pelayanan ini telah 
dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu. 
Pelaksanaan pemberian pelayanan perizinanan khususnya pajak 
reklame di daerah masing-masing berbeda, disesuaikan dengan produk hukum 
daerah masing-masing yang mengatur mengenai pajak reklame. Besarnya 
biaya, rumitnya prosedur yang ditempuh, kecepatan waktu dalam pengurusan 
perizinanan disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan daerah dalam 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya.  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
hanya memfokuskan  penelitian dengan mengambil judul : 
“PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PAJAK REKLAME 
(STUDI KASUS DI BADAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN 
SRAGEN)”. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan 
dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan 
masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan (prosedur) perizinan dan pajak 
reklame di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen?. 
2. Hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan pelayanan (prosedur) 
perizinan dan pajak reklame di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten 
Sragen?. 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 
peniliti. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan 
sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan pelayanan  
(prosedur) perizinan dan pajak reklame di Badan Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Sragen. 
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan 
(prosedur) perizinan dan pajak reklame di Badan Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Sragen. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 
penyusunan penelitian. 
b. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berpikir, 
menambah kemampuan penulis. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang 
diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis  
a. Memberikan referensi tambahan terkait dengan pelaksanaan 
pelayanan perizinan dan pajak reklame di Badan Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Sragen. 
b. Menghasilkan deskripsi tentang hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan pelayanan perizinan dan pajak reklame di Badan 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. 
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti 
bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya 
dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya. 
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2. Manfaat Praktis  
a Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis 
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 
mengimplemantasikan ilmu yang diperoleh. 
b Untuk memberikan bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada 
badan pemerintahan daerah yang terkait. 
c Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 
1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret. 
 
E. METODE PENELITIAN  
Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting 
karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Suatu penelitian, 
metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu 
kegiatan dan proses penelitian. Metodelogi pada hakekatnya memberikan 
pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan 
memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya ( Soerjono Soekanto, 
2006 : 6 ).  
Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah 
sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan hukum 
ini adalah penelitian hukum  empiris, maka yang diteliti pada awalnya 
data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap 
data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. (Soerjono Soekanto, 
2006 : 52). 
2. Sifat Penelitian 
Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana 
data-data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa 
kata-kata. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 
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memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 
gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas 
hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam 
kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006:10). 
3. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi 
di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. 
4. Jenis Data 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh dari keterangan/fakta langsung di lapangan 
yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi penelitian yang telah 
disebutkan diatas 
b. Data Sekunder 
Data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang 
diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak 
langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-
undangan, buku kepustakaan dan sebagainya. 
Data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan 
mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : 
1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan/hukum 
positif. 
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 
meliputi, buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah dan 
hasil-hasil ilmiah para sarjana, literatur dan hasil penelitian. 
3) Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan 
yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 
bahan hukum sekunder misalnya bahan dari media internet, 
kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.  
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5. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu 
penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
sumber data sekunder yang terdiri atas : 
a. Sumber Data Primer 
Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. 
Dalam penelitian ini pihak yang terkait yaitu : Badan Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Sragen, Pemohon Pajak Reklame. 
b. Sumber Data Sekunder 
Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan 
bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan 
menganalisis bahan hukum primer, terdiri dari :  
1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum terutama yang berkaitan 
dengan pelayanan publik, perizinan, pajak reklame. 
2) Makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana. 
3) Literatur dan hasil penelitian. 
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, dalam 
hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul betul-betul memiliki nilai 
validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Sebagaimana telah diketahui, di 
dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 
yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau interview. 
a. Studi dokumen atau bahan pustaka 
Merupakan teknik pengumupulan data dengan mengumpulkan 
bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan 
pustaka lainnya, yang menyangkut dengan obyek yang diteliti, dalam 
hal ini yang menyangkut pelaksanaan pelayanan prosedur perizinan 
pajak reklame. 
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b. Teknik wawancara (Interview) 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 
wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu 
pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang 
diteliti yaitu Petugas Pelayanan Perizinan Pajak Reklame Badan 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, pemohon pajak reklame. 
 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 
penelitian menjadi suatu laporan. Teknis analisis data yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode 
interaktif.  
Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa 
pengumpulan data, penguraiannya kemudian membandingkan dengan 
teori yang berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. 
Metode interaktif adalah model analisa yang terdiri dari tiga komponen 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka data-
data diproses melalui tiga komponen tersebut. (HB. Sutopo, 1988 : 37). 
 
Model Analisis Interaktif tersebut digambarkan sebagai berikut :  
 
 
 
 
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar I : Teknik Analisis Data ( H.B Sutopo, 2002 : 96). 
 
PENGUMPULAN DATA 
PENYAJIAN DATA 
PENARIKAN KESIMPULAN 
REDUKSI DATA 
  
55 
Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut :  
a. Reduksi data  
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 
kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 
kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi 
data berlangsung terus-menerus, bahkan sebelum data benar-
benar terkumpul sampai laporan akhir lengkap tersusun. 
b. Penyajian data 
Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. 
c. Penarikan kesimpulan  
Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif  
mencari arti benda-benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan 
konfigurasi, berbagai kemungkinan, alur sebab akibat dan 
proporsi. Kesimpulan akan ditangani secara longgar, tetap 
terbuka dan skepstis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, 
mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan 
mengakar pada pokok. 
 
F. SITEMATIKA PENULISAN 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum 
maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapaun 
sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 ( empat ) bab yang tiap bab 
terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika 
keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagi berikut : 
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BAB I :  PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 
hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka 
teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis 
akan menguraikan tinjauan umum tentang ketetapan, tinjauan 
umum tentang pelayanan publik, tinjauan umum tentang 
perizinan, tinjauan umum tentang pajak daerah dan pajak 
reklame, tinjauan umum tentang Badan Pelayanan Terpadu. 
Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan 
menampilkan bagan kerangka pemikiran. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab 
permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : pelaksanaan 
pelayanan perizinan pajak reklame di Badan Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Sragen serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
pelayanan perizinan pajak reklame di Badan Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Sragen. 
BAB IV :  PENUTUP 
Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang 
kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan 
permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang 
didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Ketetapan (Beschiking) 
a. Pengertian Ketetapan (Beschiking) 
Ketetapan merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi 
satu yang dibuat untuk menyelenggarakan hubungan antara 
pemerintah dengan seorang atau hubungan antara dua atau lebih alat 
negara. Beberapa pendapat dari para sarjana mengenai beschiking 
antara lain  : 
1) W.F Prins 
Merumuskan beschiking sebagai suatu tindakan hukum 
sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat 
pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau 
organ. 
2) E Utrecht 
Merumuskan beschiking (ketetapan) ialah suatu perbuatan 
hukum publik yang bersegi satu yang kekuasaan istimewa. 
3) Van Der Pot 
Merumuskan beschiking ialah perbuatan hukum yang 
dilakukan alat-alat pemerintahan dan pernyataan-pernyataan 
alat-alat pemerintahan dalam menyelenggarakan hal-hal 
istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam 
perhubungan-perhubungan hukum (SF Marbun, 2001 : 448). 
 
b. Macam-macam Beschiking 
Mengenai macam-macam ketetapan ini ada beberapa pendapat 
dari para pakar antara lain : 
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1) E.Utrecht 
Membedakan ketetapan atas : 
a) Ketetapan Positif dan Ketetapan Negatif 
Ketetapan positif menimbulkan hak/dan 
kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. Ketetapan 
negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan 
hukum yang telah ada. 
b) Ketetapan Deklaratur dan Ketetapan Konstitutif 
Ketetapan deklaratur hanya menyatakan bahwa 
hukumnya demikian. Ketetapan konstitutif adalah 
membuat hukum. 
c) Ketetapan Kilat dan Ketetapan yang tetap 
Menurut Prins ada 4(empat) : 
(1) Ketetapan yang mengubah redaksi (teks) 
ketetapan lama. 
(2) Suatau ketetapan negatif. 
(3) Penarikan atau pembatalan suatu ketetapan. 
(4) Suatu pernyataan pelaksanaan. 
d) Dispensasi, Izin (verguning), Lisensi, dan Konsesi. 
 
2) Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Philipus 
M.Hadjon ada dua macam penetapan yaitu penetapan negatif 
dan penetapan positif. Penetapan negatif hanya berlaku satu kali 
saja, sehingga seketika permintaannya boleh diulang lagi. 
Penetapan Positif terdiri atas lima golongan yaitu : 
a) Yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya 
b) Yang menciptakan keadaan hukum baru yang hanya 
terhadap suatu obyek saja 
c) Yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum 
d) Yang memberikan keuntungan. Penetapan yang memberi 
keuntungan adalah : 
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e) Dispensasi : pernyataan dari pejabat administrasi yang 
berwenang, bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu 
memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan 
seorang di dalam surat permintaannya 
(1) Izin atau vergunning : dispensasi dari suatu larangan 
(2) Lisensi : izin yang bersifat komersial dan 
mendatangkan laba. 
(3) Konsesi : penetapan yang memungkinkan 
konsesionaris mendapat dispensasi, izin, lisensi dan 
juga semacam wewenang pemerintahan yang 
memungkinkannya untuk memindahkan kampung, 
membuat jalan dan sebagainya. 
c. Hukum (Acara) Prosedural Administrasi 
Suatu prosedur yang baik hendaknya memenuhi tiga landasan 
hukum administrasi yaitu : 
1) Landasan negara hukum 
2) Landasan demokrasi 
3) Landasan instrumental yaitu : daya guna dan hasil guna (Philipus 
M.Hadjon, 2002 : 269). 
Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembuatan 
keputusan tata usaha negara antara lain : 
1) Asas Persamaan : asas yang menyatakan bahwa hal-hal yang 
sama harus diperlakukan sama 
2) Asas Kepercayaan : asas yang menyatakan bahwa harapan-
harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. 
3) Asas Kepastian Hukum : asas kepastian hukum memiliki dua 
aspek yaitu bersifat hukum materiil dan hukum formil. Aspek 
hukum materiil berhubungan erat pada asas kepercayaan 
sedangkan aspek formil, asas kepastian hukum membawa serta 
bahwa ketetapan-ketetapan yang memberatkan dan ketentuan-
ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang 
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menguntungkan (antara lain izin-izin) harus disusun dengan 
kata-kata jyang jelas. 
4) Asas Kecermatan : suatu keputusan harus dipersiapkan dan 
diambil dengan cermat. 
5) Asas Pemberian Alasan : suatu keputusan harus dapat 
didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya. 
6) Asas Larangan : suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk 
tujuan lain selain tujuan yang diberikan (Philipus M.Hadjon 
2002 : 270-277). 
 
2. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Publik 
a. Pengertian Pelayanan Publik 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana 
dikutip oleh Sutopo dan Adi Suryanto, berkaitan dengan pelayanan 
ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu melayani dan pelayanan. 
Pengertian melayani adalah “membantu menyiapkan (mengurus) apa 
yang diperlukan seseorang”. Pengertian pelayanan adalah “ usaha 
melayani kebutuhan orang lain” ( Achmad, 2006 : 32). 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparartur 
Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 pengertian umum 
pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan  ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Menurut Hanif Nurcholis pelayanan publik yaitu pelayanan 
yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada sejumlah orang yang 
mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan 
tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang 
mereka miliki. Dalam hal ini pengertian publik adalah sejumlah 
penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah suatu pemerintah 
daerah yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan yang 
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sama terhadap keberadaan pemerintah daerah berdasarkan nilia-nilai 
yang mereka pegang (Hanif Nurcholis, 2005 : 178). 
 
b. Konsep Pelayanan  
Sutopo dan Adi Suryanto mengemukakan beberapa hal yang 
harus diperhatikan dalam membuat konsep memberikan pelayanan 
agar prima yaitu :  
1) Konsep Pelayanan mendahulukan kepentingan pelanggan. 
Pelayanan prima adalah pelayanan yang memuaskan 
pelanggan. Salah satu indikator adanya kepuasan pelanggan 
adalah tidak adanya keluhan dari pelanggan. Organisasi pemberi 
pelayanan wajib menanggapi dan menghadapi keluhan 
pelanggan untuk kepentingan dan kepuasan pelanggan. Pemberi 
pelayanan perlu mengetahui sumber-sumber keluhan pelanggan 
dan mengetahui cara-cara mengatasi keluhan pelanggan. 
2) Pelayanan dengan sepenuh hati 
Hal pokok yang harus dimengerti adalah bahwa 
pelanggan itu tidak memberi produk, tetapi mereka membeli 
pelayanan. Pelayanan adalah segala bentuk kreasi dan 
manifestasinya. Orang yang memberi pelayanan harus belajar 
tentang para pelanggan, agar dapat memberikan pelayanan 
dengan sepenuh hati dan demgam cara yang lebih baik dimasa 
akan datang. 
3) Budaya Pelayanan Prima 
Pelayanan prima dianggap sebagai suatu budaya, berarti 
melakukan kegiatan pelayanan sebagai suatu hal yang 
membanggakan dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi. 
Budaya pelayanan prima dibentuk oleh sikap karyawan dan 
manajemen instansi/organisasi pemberi pelayanan. 
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4) Sikap pelayanan prima 
Sikap pelayanan prima berarti pengabdian tulus terhadap 
bidang kerja dan paling utama adalah kebanggaan terhadap 
pekerjaan. Sikap pekerja akan menggambarkan 
instansi/organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Pelanggan akan menilai instansi/organisasi dari kesan pertama 
mereka dalam berinteraksi dengan orang-orang yang terlibat 
dalam instansi/organisasi. 
5) Sentuhan pribadi pelayanan prima 
Pelayanan prima sangat memperhatikan individu sebagai 
pribadi yang unik dan menarik. Sentuhan pribadi mengarahkan 
para petugas pelayanan untuk berpikir bahwa memperlakukan 
orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri perlu 
dipraktekkan. Diutamakan dalam pelayanan prima bukanlah 
slogan-slogan untuk meberikan pelayanan terbaik bagi 
pelanggan, melainkan bentuk nyata pelayanan yang sebelumnya 
sudah diberikan dalam pelatihan-pelatihan dan dapat diterapkan 
pada saat praktek di lapangan. Ketika berhubungan langsung 
dengan pelanggan. Sentuhan pribadi akan mewarnai dalam 
pelayanan prima. 
6) Pelayanan prima sesuai dengan pribadi prima 
Konsep pribadi prima meliputi unsur-unsur kepribadian, 
penampilan, perilaku dan komunikasi yang prima. Seseorang 
dapat dikatakan memiliki pribadi prima apabila tampil ramah, 
tampil sopan, penuh hormat, tampil yakin, rapi, ceria, senang 
memaafkan, senang bergaul, senang belajar dari orang lain pada 
kewajaran dan senang menenangkan orang lain ( Achmad, 2006 
: 32-33). 
c. Kualitas pelayanan publik 
Menurut Nisjar dalam bukunya Asep Aan Dahlan, Pelayanan 
berarti mempunyai suatu jasa dibutuhkan oleh masyarakat dalam 
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segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan 
suatu tugas dan fungsi dari birokrasi pemerintah. Berbagai 
karateristik pelayanan dimiliki oleh pemberi layanan, ialah sebagai 
berikut :  
1) Prosedur pelayanan harus mudah dimegerti dan mudah 
dilaksanakan, sehingga terhindar dari prosedur birokratik yang 
sangat berlebihan, berbelit-belit (time consuming); 
2) Pelayanan diberikan secara jelas dan pasti, sehingga ada suatu 
kejelasan dan kepastian, bagi para pelanggannya dalam 
menerima pelayanan tersebut; 
3) Pemberian pelayanan senantiasa diusahakan agar pelayanan 
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; 
4) Memberikan pelayanan senantiasa memperhatikan kecepatan 
dan ketepatan waktu yang sudah ditentukan; 
5) Pelanggan setiap saat dapat dengan mudah memperoleh 
berbagai informasi yang berkaitan dengan pelayanan secara 
terbuka. 
6) Dalam berbagai kegiatan pelyanan baik teknis maupun 
administrasi, pelanggan selalu diperlakukan dengan motto 
pelanggan adalah bermacam-macam dan pelanggan adalah yang 
terbaik ( customer is kind and customer is always right) 
(Achmad, 2006 : 33-34). 
Menurut Kumorotomo ada beberapa kriteria untuk dijadikan 
pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik antara 
lain : 
1) Efisiensi  
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan 
organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan 
faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari 
rasionalitas ekonomi. Apabila diterapkan secara obyektif, 
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kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas 
merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan. 
2) Efektifitas 
Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik 
tersebut tercapai hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas 
teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen 
pembangunan. 
3) Keadilan  
Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang 
diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik kriteria ini 
erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. 
Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektifitas tertentu, 
kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. 
Isu-isu yang menyangkut pemeratan pembangunan, layanan 
kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu 
dijawab melalui kriteria ini. 
4) Daya tanggap 
Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan 
swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari 
daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital 
masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara 
keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini (Agus 
Dwiyanto, 2002 : 50). 
 
3. Tinjauan Umum Tentang Perizinan 
a. Pengertian Perizinan 
Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur 
dari pemerintah. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling 
banyak digunakan dalam hukum administrasi. Hal ini dikarenakan 
pemerintah menggunakan izin sebagai instrumen untuk 
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mempengaruhi hubungan dengan para warganya agar mau 
mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai 
tujuan yang konkrit.  
Di samping itu izin juga dapat dibedakan atas berbagai figur 
hukum, yang meliputi izin dalam arti sempit, pembebasan/dispensasi 
dan konsesi. 
1) Izin dalam arti sempit adalah izin yang pada umumnya 
didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk 
mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-
keadaan yang buruk; 
2) Pembebasan / dispensasi adalah pengecualian atas larangan 
sebagai aturan umum, yang berhubungan erat dengan keadaan-
keadaan khusus peristiwa;  
3) Konsensi adalah izin yang berkaitan dengan usaha yang 
diperuntukkan untuk kepentingan umum. 
 
Beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara 
lain yaitu : 
1) E Utrecht, mengemukakan izin (vergunning) ialah bilamana 
pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, 
tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan 
secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit (sikap 
pembuat peraturan “indifferent”), maka keputusan administrai 
Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin 
(vergunning) (E.Utrecht, 1986 : 187). 
2) W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi 
persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang 
pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam 
usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung 
dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh 
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administrasi Negara (W.F Prins-R. Kosim Adisapoetra, 1983 : 
73-74). 
3) Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M.Hadjon 
mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada 
dasarnya tidak melarang suatu  perbuatan tetapi untuk dapat 
melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui 
(Philipus M.Hadjon, 2002 : 143). 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan 
lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau  
diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha 
atau kegiatan tertentu. Sedangkan Perizinan adalah pemberian 
legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, 
baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 
 
b. Tujuan pemerintah mengeluarkan Izin 
Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam 
yaitu tugas mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum. 
Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang 
harus dipatuhi masyarakat, sedangkan tugas memberi pelayanan 
kepada umum meliputi tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi 
kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka meningkatkan 
pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan 
lain sebagainya. 
Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari 
pemerintah, karena  perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan 
yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan 
perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa 
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sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para 
warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai 
tujuan yang konkrit. 
Adapun tujuan pemerintah mengatur sesuatu hal dalam 
peraturan perizinan ada berbagai sebab: 
1) Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas 
tertentu (misalnya izin bangunan). 
2) Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin 
lingkungan). 
3) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin 
tebang, izin membongkar monumen) 
4) Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya 
(misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk). 
5) Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitras-
aktifitasnya (misalnya pengurus organisasi harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu).  
 
c. Bentuk dan isi Izin  
Izin merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara. 
Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi 
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual 
dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau 
badan hukum perdata (UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat 3). 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka izin akan selalu 
berbentuk tertulis dan berisikan beberapa hal sebagai berikut: 
1) Organ pemerintah yang memberikan izin; 
2) Siapa yang memperoleh izin; 
3) Untuk apa izin digunakan; 
4) Alasan yang mendasari pemberiannya; 
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5) Ketentuan pembatasan dan syarat-syarat; 
6) Pemberitahuan tambahan. 
Ketentuan no 1 sampai dengan no 3 wajib ada untuk bisa 
dikategorikan sebagai keputusan perizinan, sedangkan ketentuan no 
4 sampai dengan no 6 tidak wajib ada, tetapi dalam prakteknya 
biasanya akan ada. 
Dikarenakan keputusan perizinan adalah termasuk salah satu 
bentuk perwujudan keputusan tata usaha negara, maka izin adalah 
juga merupakan norma penutup dari semua norma yuridis yang ada.  
Hal ini dikarenakan lahirnya izin pasti akan didahului dengan 
adanya norma abstrak terlebih dahulu atau norma yang sifatnya 
masih umum belum ditunjuk subyeknya, waktunya, tempatnya dan 
izin akan terletak pada deretan paling akhir dari semua norma 
abstrak yang menadahuluinya, dan tentang hal yang dituju atau 
sudah bersifat konkrit , Individual dan final sehingga akan langsung 
digunakan untuk melakukan aktifitas tertentu. 
 
d. Asas-Asas Umum Bagi Prosedur Penerbitan Izin 
Prosedur penerbitan izin secara umum akan meliputi tahap-
tahapan sebagai berikut : 
1) Acara Permulaan  
Acara permulaan ini berupa kegiatan pengajuan 
permohonan dari pihak yang berkepentingan kepada pihak 
pemerintah yang harus diajukan secara tertulis, berisikan 
identitas dari pemohon, izin yang diminta, dan data/surat yang 
tertentu sesuai dengan persyaratan yang ada. 
2) Acara persiapan dan peran serta (inspraak) 
Dalam tahapan ini pemerintah akan mengadakan 
pemeriksaan terhadap permohonan izin, yang mana ini harus 
dilakukan secara tertib dan teliti, serta mendengarkan 
penjelasan dari pemohon ataupun masukan dari pihak ketiga. 
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3) Acara persiapan luas 
Dalam tahapan ini pemerintah akan mengumumkan 
keputusan perizinan dengan secara luas melalui kantor organ 
pemerintah atau media masa. Macam keputusan perizinan ini 
bisa berisi pernyataan tidak dapat diterima, penolakan izin atau 
pemberian izin (www.umy.ac.id/hukum/download/perijinan-
nurwigati). 
 
4. Tinjauan  Umum Tentang Pajak Reklame 
a. Tinjauan tentang Pajak 
1) Pengertian pajak  
Terdapat berbagai macam definisi pajak di kalangan para 
sarjana ahli di bidang perpajakan antara lain : 
a) Smeeths mendefinisikan pajak adalah prestasi pemerintah 
yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat 
dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat 
ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah 
membiayai pengeluaran pemerintah (Bohari, 2002 : 23). 
b) Soeparman Soemahamidjaya memberikan pengertian pajak 
ialah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup 
biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif  dalam 
mencapai kesejahteraan umum. 
c) Rocmat Soemitro mengartikan Pajak ialah iuran rakyat 
kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal 
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Erly 
Suandy, 2005 : 11). 
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2) Fungsi Pajak 
Pajak memilki fungsi budgetair/financial yaitu 
memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan 
tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara serta 
fungsi regulering/fungsi mengatur yakni pajak digunakan 
sebagai alat untuk mengatur baik masyrakat di bidang ekonomi, 
sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. 
 
3) Pembagian Pajak 
a) Berdasarkan golongan  
(1) Pajak langsung : pajak yang bebannya harus 
ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan 
dan tidak dapat diwakilkan. 
(2) Pajak Tidak langsung : pajak yang bebannya dapat 
dialihkan kepada pihak lain. 
b) Bedasarkan Wewenang Pemungut  
(1) Pajak Pusat : pajak yang wewenang pemungutannya 
ada pada pemerintah pusat, misalnya pajak 
penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak 
pertambahan nilai 
(2) Pajak Daerah : pajak yang wewenang pemungutannya 
ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. 
 
c) Berdasarkan Sifat  
(1) Pajak Subyektif : pajak yang memperhatikan 
kondisi/keadaan wajib pajak. 
(2) Pajak Obyektif : pajak yang pada awalnya 
memperhatikan obyek yang menyebabkan timbulnya 
kewajiban membayar, kemudian baru dicari subyeknya 
baik orang pribadi maupun badan. 
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b. Tinjauan Tentang Pajak Daerah 
1) Pengertian Pajak Daerah  
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 34 
tahun 2000 adalah sebagai berikut Pajak Daerah adalah iuran  
wajib  yang  dilakukan  oleh orang  pribadi  atau  badan  kepada  
Daerah tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang dapat  
dipaksakan  berdasarkan peraturan  perundangan  yang  berlaku,  
yang  digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.  
 
2) Obyek pajak daerah :  
a) Jenis pajak Propinsi terdiri dari:   
(1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;  
(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 
di Atas Air;  
(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  
(4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 
Tanah dan Air Permukaan.  
b) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:  
(1) Pajak Hotel 
(2) Pajak Restoran;  
(3) Pajak Hiburan 
(4) Pajak Reklame 
(5) PajakPenerangan Jalan 
(6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian 
Golongan C 
(7) Pajak Parkir 
 
3) Sistem Pemungutan Pajak Daerah 
Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi dua 
yaitu : 
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a) Sistem Official Assessment yaitu pemungutan pajak daerah 
berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan 
Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lainnya yang 
dipersamakan. 
b) Sistem Self Assesment yaitu Wajib pajak menghitung, 
membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang 
terutang (Erly Suandy, 2005 : 239). 
 
c. Tinjauan Tentang Reklame 
1) Pengertian Reklame 
Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia reklame adalah 
pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan supaya 
laku.  
Menurut W.H van Baarle dan F.E Hollander dalam buku 
mereka yang berjudul “Reclamekunde”, Leiden, mengatakan 
reklame merupakan suatu kekuatan yang menarik yang 
ditujukan kepada kelompok pembeli tertentu, hal mana 
dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar supaya dengan 
demikian dapat dipengaruhi penjualan barang-barang atau jasa 
dengan cara yang menguntungkan baginya. (Winardi, 1992 : 1). 
Berkhouwer mengemukakan reklame yaitu sebagai 
pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam 
bentuk apapun juga yang dilakukan oleh seorang peserta lalu-
lintas perniagaan, yang diarahkan ke arah sasaran memperbesar 
penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dimasukkan, oleh 
pihak yang berkepentingan dalam lalu-lintas perniagaan 
(Winardi, 1992 : 1). 
2) Fungsi reklame 
Fungsi reklame menurut Winardi antara lain : 
a) Membantu memberikan penerangan kepada pihak 
konsumen. 
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b) Membantu memperbesar produksi hingga meratakan 
jalan untuk produksi massa. 
c) Memperbesar kecepatan perputaran dalam bidang 
perniagaan eceran dan dengan demikian menurunkan 
biaya-biaya distribusi per kesatuan produk. 
d) Menstimulasi produsen untuk mempertahankan kualitas 
artikel-artikelnya. 
 
d. Tinjauan Tentang Pajak Reklame 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah No 65 
Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah mengatur tentang pajak reklame. 
Reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan  atau  media  yang  menurut  
bentuk  dan  corak ragamnya      untuk      tujuan      komersial,      
dipergunakan      untuk memperkenalkan, menganjurkan  atau  
memujikan  suatu  barang,  jasa  atau  orang, ataupun  untuk  menarik 
perhatian  umum  kepada  suatu  barang,  jasa  atau  orang yang  
ditempatkan  atau  yang dapat   dilihat,   dibaca,   dan/atau   didengar   
dari suatu   tempat   oleh   umum,   kecuali   yang dilakukan oleh 
Pemerintah;  
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 
Obyek Pajak Reklame : semua penyelenggaraan reklame. Tidak 
termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: Penyelenggaraan   
reklame melalui   internet,   televisi,   radio,   warta   harian,   warta 
mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;  
Subjek   Pajak   Reklame   adalah   orang   pribadi   atau   badan   
yang menyelenggarakan   atau melakukan pemesanan reklame. 
Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan reklame.  
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. 
Nilai    sewa diperhitungkan    dengan memperhatikan    lokasi 
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penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan   ukuran 
media reklame.  
 
5. Tinjauan Umum Tentang Badan Pelayanan Terpadu 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi 
daerah adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan 
kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengemban 
kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan ( Profil BPT Sragen, 
2007 : 2). 
Untuk itu dibentuk Badan Pelayanan Terpadu yang mempunyai 
tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 
bidang Pelayanan Terpadu.  
Dalam melaksanakan tugas tersebut maka Badan Pelayanan 
Terpadu menyelenggarakan fungsi  : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Terpadu ; 
b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
Pelayanan Terpadu ; 
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya ; 
Dalam prinsip penyelenggaran pelayanan prima sebagaiman 
dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 81 Tahun 1993 antara lain : sederhana, jelas, aman, transparan, 
effisien, ekonomis, adil dan tepat waktu. 
Tujuan dibentuknya Badan Pelayanan Terpadu antara lain : 
a. Mewujudkan Pelayanan Prima 
b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur pemerintah 
kabupaten, khususnya yang terlibat langsung dengan pelayanan 
masyarakat. 
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c. Mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat 
terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan 
pembangunan. ( Profil BPT, Sragen 2007 : 4). 
 
B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II : Kerangka Pemikiran 
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Keterangan Kerangka Pemikiran 
Pemerintah daerah mempunyai tugas yaitu tugas mengatur dan 
memberikan pelayanan kepada umum. Tugas mengatur meliputi pembuatan-
pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, sedangkan tugas 
memberi pelayanan kepada umum meliputi tugas-tugas pemerintah untuk 
memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka 
meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan 
dan lain sebagainya. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat 
pemerintah daerah Kabupaten Sragen memiliki sejumlah produk hukum yang 
digunakan yaitu Keputusan Bupati No 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, 
keputusan Bupati ini dikuatkan lagi dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  
Sragen Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembentukan  Dan Susunan 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen serta Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tentang Perubahan Atas Perda Sragen 
No 15 Th 2003 Pembentukan  dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah Kab Sragen. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum 
terbentuknya Badan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Sragen. Jenis 
pelayanan di Badan Pelayanan Terpadu ada dua yaitu pelayanan perizinan 
dan pelayanan non perizinan. Salah satu dari jenis pelayanan perizinan yaitu 
pajak reklame. Pelayanan perizinan pajak reklame diatur dalam Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan Keputusan Bupati 
No 44 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 1998 
Tentang Pajak Reklame. Proses Penyelenggaraan Reklame yaitu perijinan 
kemudian pembayaran. Pelaksanaan pelayanan perizinan pajak reklame ini 
tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami oleh para pihak baik 
pihak Badan Pelayanan Terpadu sendiri maupun dari pihak pemohon. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen 
Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di propinsi 
Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan 
antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten 
Sragen : Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (propinsi Jawa Timur), 
Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali, Sebelah Selatan : Kabupaten 
Karanganyar, Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan.  
 Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 94.155 km2 yang terbagi 
dalam 20 kecamatan, 8 kelurahan, dan 200 desa. Kabupaten Sragen 
terletak pada: 7º15' LS dan 7º30' LS , 110º45' BT dan 111º10' BT . 
Wilayah Kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian rata rata 
109 M diatas permukaan laut. Sragen menpunyai iklim tropis dengan 
suhu harian yang berkisar antara 19 31ºC. Curah hujan rata-rata di bawah 
3000mm per tahun dengan hari hujan di bawah 150 hari per tahun. 
Prosentase mata pencaharian penduduk Kabupaten Sragen adalah sebagai 
berikut : petani sebesar 55 %, pegawai/pengusaha sebesar 15 %, dan lain-
lain sebesar 30 % 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 
12 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat 
Daerah Kabupaten Sragen Pasal 1 menyebutkan yang dimaksud dengan 
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah terdiri atas : Sekretariat 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 
Dinas Daerah, Kecamatan, Kelurahan.  
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Sekretariat Daerah adalah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah 
Kabupaten. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekertaris Daerah yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekertariat 
Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas 
Penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana 
serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat 
daerah. 
Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas 
sebagaimana mestinya, maka Sekertariat Daerah Kabupaten Sragen 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Peraturan Daerah; 
b. Penyelenggaraan administrasi pemerintah; 
c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana 
Pemeriintah Daerah; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungainya. 
Bagan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten Sragen (terlampir). 
Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten Sragen Nomor  1  
Tahun  2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten  
Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang  Pola Organisasi Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Sragen, Badan Pelayanan Terpadu yang memberikan 
pelayanan baik perizinan maupun non perizinan merupakan bagian dari 
Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan. 
 
2. Gambaran Umum Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen 
a. Kelembagaan Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen 
Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen dibentuk pada tanggal 
24 Mei 2002 dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor  17 Tahun 
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2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Sragen. Selanjutnya SK Bupati tersebut telah 
dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 
Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Sragen tanggal 23 Oktober 2002 dalam bentuk Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. 
Pada tanggal 20 Juli 2006 status Kantor Pelayanan Terpadu di 
tingkatkan menjadi Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen 
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen. 
Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 29 Tahun 2007 
Penjabaran  Tugas  Dan  Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelayanan 
Terpadu  Kabupaten  Sragen Susunan Organisasi Badan Pelayanan 
Terpadu, adalah sebagai berikut : 
1) Kepala Badan ; 
2) Bagian Tata Usaha terdiri dari : 
a) Sub Bagian Umum; 
b) Sub Bagian  Keuangan 
3) Bidang  Pelayanan Umum dan Pengaduan terdiri dari : 
a) Sub Bidang Pelayanan KTP, KK dan Akta Capil ; 
b) Sub Bidang Informasi, Dokumentasi, dan Penanganan 
Pengaduan . 
4) Bidang Perijinan Jasa Usaha terdiri dari : 
a) Sub Bidang Perijinan Industri, Perdagangan, Koperasi 
dan Reklame; 
b) Sub Bidang Perijinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata,  
SIUJK dan K-3 . 
5) Bidang Perijinan Tertentu terdiri dari : 
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a) Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, IMB dan HO ; 
b) Sub Bidang  Perijinan Pendidikan dan Kesehatan. 
6) Kelompok Jabatan Fungsional . 
Sejumlah tenaga pada jenjang Jabatan yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
ketrampilannya . 
 
Berdasarkan Peraturan Daerah Sragen Nomor Nomor 4 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Sragen. Susunan organisasi Badan Pelayanan 
Terpadu adalah sebagai berikut 
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Gambar III : Susunan Organisasi BPT 
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b. Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Terpadu 
Badan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan 
terpadu. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pelayanan 
Terpadu menyelenggarakan fungsi : 
1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan terpadu. 
2) Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
pelayanan terpadu. 
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
 
c. Personalia 
Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat maka diperlukan personil yang memadai. Saat ini jumlah 
pegawai BPT Kabupaten Sragen adalah sebanyak 41 orang, untuk 
melayani 69 jenis pelayanan. Pegawai-pegawai tersebut direkrut 
berdasarkan kompetensi pada bidangnya masing-masing, sehingga 
telah berpengalaman dan ahli dibidang pelayanan yang akan 
ditangani. 
Dengan demikian pegawai yang ditugaskan di BPT telah 
dilakukan penilaian terhadap kinerjanya dan PDLTnya. Sedangkan 
sebagai dasar pelaksanaan tugas personil yang ditempatkan di badan 
pelayanan terpadu adalah surat penugasan Bupati Sragen nomor 
800/69011/2002. adapun pegawai BPT menurut tingkat 
pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel I : Jumlah Pegawai BPT 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase 
1 Strata II 6 orang 15 
2 Strata I 17 Orang 41 
3 Diploma III 4 Orang 10 
4 SMA 14 Orang 35 
 Jumlah 41 Orang 100 
 Sumber : Profil BPT Sragen Th 2007 
 
Sedangkan jabatan struktural terdiri eselon II kepala BPT, eselon 
III : Kabag Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Umum dan 
Pengaduan, Kepala Bidang perijinan jasa usaha dan kepala bidang 
perijinan tertentu, sedangkan eselon IV terdiri : Kepala Sub Bagian 
Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bidang Pelayanan 
KTP KK dan Akte Capil, Kepala Sub Bidang Informasi Dokumentasi 
dan Penanganan Pengaduan, Kepala Sub Bidang Perijinan Indakop 
dan Reklame, Kepala Sub Bidang Perijinan Pertanian Perhubungan 
Pariwisata SIUJK K3, Kepala Sub Bidang Perijinan Prinsip Lokasi 
IMB Dan HO, Kepala Sub Bidang perijinan Pendidikan dan 
Kesehatan. Dengan kondisi pegawai yang ada, BPT Kabupaten Sragen 
dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. 
 
d. Jenis Layanan dan waktu penyelesaian 
Jenis layanan yang ditugaskan kepada BPT terdiri dari Pelayanan 
Perizinan yang merupakan Pelayanan satu pintu dan pelayanan non 
perizinan yang merupakan pelayanan satu atap, prosesnya 
penyelesaian dokumennya masih di satker (satuan kerja) yang 
bersangkutan. Adapun jenis-jenis pelayanan selengkapnya dapat 
dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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a. Pelayanan Perizinan 
Tabel II : Jenis Pelayanan Perizinan  
No Jenis Pelayanan Perizinan Waktu 
Penyelesaian 
1 Izin Prinsip 10 Hari Kerja 
2 Izin lokasi 10 Hari Kerja 
3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10 Hari Kerja 
4 Izin Gangguan & Izin Tempat Usaha 
(HO/ITU) 
6 Hari Kerja 
5 Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 5 hari Kerja 
6 Izin Usaha Industri (IUI) 5 hari Kerja 
7 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3 Hari Kerja 
8 Tanda Daftar Industri (TDI) 3 Hari Kerja 
9 Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 6 Hari Kerja 
10 Izin Usaha Rumah Makan 5 Hari Kerja 
11 Izin Usaha Salon Kecantikan 4 Hari Kerja 
12 Izin Usaha Hotel 10 Hari Kerja 
13 Biro/Agen Perjalanan Wisata 8 Hari Kerja 
14 Izin Pondok Wisata 8 Hari Kerja 
15 Izin Penutupan Jalan  2 Hari Kerja 
16 Pajak Reklame 1 Hari Kerja 
17 Izin Usaha Huller 6 Hari Kerja 
18 Izin Praktek bersama Dokter Umum/Gigi  5 Hari Kerja 
19 Izin Pendirian Rumah Bersalin 10 Hari Kerja 
20 Izin Pendirian Balai Pengobatan 10 Hari Kerja 
21 Izin Prakter Dokter Spesialis 3 Hari Kerja 
22 Izin Prakter Dokter Umum / Gigi 3 Hari Kerja 
23. Izin Praktek Bidan 3 Hari Kerja 
24. Izin Praktek Perawat 3 Hari Kerja 
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25. Izin Pendirian Apotik 5 Hari Kerja 
26. Izin Pendirian Optik 5 Hari Kerja 
27. Izin Praktek Tukang Gigi 2 Hari Kerja 
28. Izin Pendirian Toko Obat 5 Hari Kerja 
29. Izin Pengobatan Tradisional 3 Hari Kerja 
30. Izin Produksi Makanan Dan Minuman 3 Hari Kerja 
31. Rekomendasi Pendirian Rs. Swasta 3 Hari Kerja 
32. Rekomendasi Pendirian Pusat Kebugaran 3 Hari Kerja 
33. Rekomendasi Pendirian Salon Kecantikan 3 Hari Kerja 
34. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan 5 Hari Kerja 
35. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis 3 Hari Kerja 
36. Tanda Daftar Gudang ( TDG) 5 Hari Kerja 
37. Perizinan Penggunaan Ketel Uap, Minyak 
Untuk Setiap Ketel 
6 Hari Kerja 
38. Perizinan Penggunaan Bejana Uap/Pemanas 
Air Atau Ekonomiser Yang Berdiri Sendiri/ 
Penguapan 
6 Hari Kerja 
39. Perizinan Penggunaan Bejana Tekan 6 Hari Kerja 
40 Perizinan Botol Baja 6 Hari Kerja 
41. Perizinan Penggunaan Pesawat Angkat Dan 
Angkut 
6 Hari Kerja 
42. Perizinan Penggunaan Pesawat Tenaga Dan 
Produksi 
6 Hari Kerja 
43. Perizinan Penggunaan Instalasi Kebakaran 6 Hari Kerja 
44. Perizinan Penggunaan Instalasi Listrik 6 Hari Kerja 
45. Perizinan Penggunaan Instalasi  Penyalur 
Petir 
6 Hari Kerja 
46. Izin Trakyek Tetap 6 Hari Kerja 
47. Izin Usaha Angkutan 6 Hari Kerja 
48. Izin Kursus 5 Hari Kerja 
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49. Izin Usaha Peternakan 12 Hari Kerja 
50. Izin Usaha Pemotongan Hewan 12 Hari Kerja 
51. Izin Pendirian Keramba Apung 12 Hari Kerja 
52. Izin Usaha Jasa Kontruksi 12 Hari Kerja 
53 Izin Usaha Praktek Asisten Apoteker 5 Hari Kerja 
54 Izin Praktek Perawat Gigi 5 Hari Kerja 
55 Izin Praktek Fisoterapis 5 Hari Kerja 
56 Izin Praktek Refraksionis Optision 5 Hari Kerja 
57 Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta 7 Hari Kerja 
59 Izin Pendirian Laboratorium 7 Hari Kerja 
Sumber : Profil BPT 2007 
 
b. Pelayanan Non Perizinan 
Tabel III : Jenis Pelayanan Non Perizinan 
No Jenis Pelayanan Non Perizinan Waktu 
Penyelesaian 
1. Kartu Keluarga (KK)   Kec. Sragen   1 Hari Kerja 
2. Kartu Penduduk (KTP) Kec. Sragen   1 Hari Kerja 
3. Pelayanan Akte Kelahiran  5 Hari Kerja 
4. Pelayanan Akte Kematian 2 Hari Kerja 
5. Pelayanan Akte Pengangkatan Anak 2 Hari Kerja 
6. Pelayanan Akte Pengakuan dan Pengasuhan 
Anak (Khusus WNI Keturunan)  
2 Hari Kerja 
7. Pelayanan Akte Perubahan/ Ganti Nama   2 Hari Kerja 
8. Pelayanan Akte Perkawinan  2 Hari Kerja 
9. Pelayanan Akte Perceraian  2 Hari Kerja 
10. Pelayanan Informasi dan Pengaduan 2 Hari Kerja 
 Sumber : Profil BPT 2007 
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e. Mekanisme Pelayanan 
Mekanisme/bagan alur pelayanan perizinan ataupun non perizinan 
dibuat sesederhana mungkin, sehingga masyarakat cepat bisa 
memahami dalam mengurus perizinan maupun non perizinan. Adapun 
mekanisme pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Terpadu Sragen 
adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV : Mekanisme Pelayanan Perizinan di BPT Sragen 
 
B. Pelaksanaan Pelayanan (prosedur) Perizinan dan Pajak Reklame Di 
Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen 
1. Tata Cara Dan Persyaratan Administrasi Memperoleh Izin Reklame Bagi 
Pemohon ijin Reklame. 
a. Dasar hukum 
Perizinan Pajak Reklame yang di dahului dengan Ijin reklame 
diartikan sebagai izin yang diperlukan untuk memasang atau 
mendirikan reklame-reklame. Setiap penyelenggaraan reklame harus 
mendapatkan ijin pada pemerintah baik pemerintah pusat maupun 
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pemerintah daerah. Setelah izin dikeluarkan maka penyelenggara 
reklame di wajibkan untuk membayar pajak reklame.  
Ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur 
tentang pajak reklame adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 
Mengenai dasar hukum pelaksanaan pemberian perizinan dan 
pajak reklame di wilayah Kabupaten Sragen yaitu : 
1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 
4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame. 
2) Keputusan Bupati Sragen Nomor 44 Tahun 2002 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak 
Reklame. 
Konsekuensi dari adanya peraturan di atas yaitu peraturan daerah 
dan keputusan Bupati tersebut adalah bahwa setiap para pihak yang 
ingin memasang reklame di wilayah hukum daerah Kabupaten Sragen 
harus atau diwajibkan untuk memiliki ijin dari pemerintah Kabupaten 
Sragen, dan mematuhi peraturan yang ada di Kabupaten Sragen 
tentang penyelenggaraan reklame, apabila diketahui ada pihak yang 
menyelenggarakan reklame tanpa ijin dari pemerintah Kabupaten 
Sragen maka dapat dikenakan sanksi pidana. 
Adapun tujuan dari adanya perizinan pajak reklame oleh 
Pemerintah Kabupaten Sragen antara lain : 
1) Melakukan penataan, penggunaan, pengendalian, dan 
penerbitan terhadap usaha penyelenggaraan reklame di 
Kabupaten Sragen. 
2) Melakukan pemungutan pajak daerah dalam rangka 
peningkatan pendapatan daerah. 
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Penyelenggaraan reklame yang wajib dimintakan ijin kepada 
Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Badan Pelayanan Terpadu 
berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 
adalah sebagai berikut : 
1) Reklame papan/ billboard/ megatron 
Adalah Reklame yang terbuat dari logam/seng/kayu/ dan bahan 
lainnya baik yang diterangi dengan lampu maupun tidak 
diterangi dengan lampu. 
2) Reklame kain 
Adalah setiap reklame yang terbuat dari kain yang berbentuk 
spanduk. 
3) Reklame melekat (stiker) 
Adalah setiap reklame yang terbuat dari bahan plastik atau 
kertas yang berisikan gambar dan atau/ tulisan yang berbentuk 
stiker. 
4) Reklame seleberan 
Adalah setiap reklame yang terbuat dari bahan plastik atau 
kertas yang berisikan gambar dan/atau tulisan yang berbentuk 
selebaran atau bentuk lainnya. 
5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan 
Adalah reklame yang dilakukan dengan menggunakan 
kendaraan bermotor atau tidak bermotor, baik menggunakan 
alat pengeras suara maupun tidak. 
6) Reklame udara 
Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan 
menggunakan balon udara atau yang sejenis. 
7) Reklame suara 
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 
kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan 
dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun. 
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8) Reklame film/slide 
Adalah reklame yang pembuatannya menggunakan klise baik 
berupa film maupun kaca sebagai alat untuk diproyeksikan 
pada layar putih. 
9) Reklame peragaan 
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
memperagakan dengan atau tanpa disertai suara. 
 
b. Prosedur Perijinan Penyelenggaraan Reklame 
Berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 44 Tahun 2002 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame, 
permohonan ijin reklame harus memenuhi persyaratan sebagai berikut 
:  
1) Permohonan ijin reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati 
Sragen melalui Kepala Unit Pelayanan Terpadu (sekarang BPT) 
Kabupaten Sragen dengan persyaratan sebagai berikut : 
a) Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan 
b) Melampirkan foto copy identitas pemohon/KTP 
c) Melampirkan contoh reklame yang akan dipasang 
d) Melampirkan persetujuan/rekomendasi lokasi tempat 
pemasangan dari pemilik/penguasa lahan 
e) Bentuk, isi/bunyi reklame tidak bertentangan dengan 
ketentuan hukum yang berlaku, kesusilaan, kesopanan, dan 
ketertiban umum. 
Persyaratan yang diatur dalam keputusan bupati tersebut di atas 
telah di perbarui dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Di BPT 
Sragen : 
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a) Fotocopy KTP/Identitas ;  
b) Reklame yang akan dipasang ditepi jalan protocol / jalan 
raya harus ada rekomendasi dari DPU Bina Marga ; 
c) Yang memasang dihalaman Kantor Pemerintah / di rumah 
perorangan harus ada rekomendasi dari Kepala Kantor / 
pemilik rumah tersebut ; 
d) Untuk reklame spanduk/ selebaran dibawa ke Kantor 
Dispenda untuk mendapatkan pengesahan / diporporasi. 
(sekarang dilimpahkan di BPT) 
2) Unit pelayanan terpadu (sekarang BPT) Sragen melakukan 
penelitian terhadap berkas permohonan reklame. 
3) Pemberian dan/atau penolakan permohonan ijin penyelenggaraan 
reklame dapat diselesaikan dan disampaikan kepada pemohon 
selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 
diterimanya Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame. 
4) Apabila permohonan ijin reklame dikabulkan , maka unit 
pelayanan terpadu (sekarang BPT) Kabupaten Sragen 
mempersiapkan Surat Keputusan Bupati Sragen tentang 
pemberian ijin reklame. 
5) Ijin penyelenggaran reklame diberikan setelah pemegang ijin 
melunasi pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
Kewajiban dan larangan pemegang ijin reklame Berdasarkan 
Keputusan Bupati Sragen Nomor 44 tahun 2002 : 
1) Pemegang ijin reklame wajib menjaga agar reklame yang 
dipasang senantiasa dalam keadaan baik, bersih dan indah. 
2) Pemegang ijin wajib mencantumkan nama, dan tanggal surat 
keputusan ijin reklame, masa berlaku ijin reklame dan Penning 
pajak reklame pada sudut kana/kiri bagian bawah reklame yang 
dipasang. 
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3) Pemegang ijin wajib menurunkan dan/atau membongkar sendiri 
reklame yang sudah habis masa berlakunya dan tidak 
diperpanjang, atau reklame yang rusak dan tidak layak untuk 
dipasang. 
4) Pemegang ijin reklame dilarang merubah naskah, gambar, 
ukuran, jenis, titik lokasi, sehingga tidak sesuai dengan ijin yang 
diberikan kecuali atas persetujuan dari Kepala Unit Pelayanan 
Terpadu (sekarang BPT) Kabupaten Sragen. 
5)  Pemegang ijin reklame dilarang memindahtangankan ijin yang 
dimiliki. 
6) Terhadap segala kewajiban dan/atau larangan yang dilanggar 
oleh pemegang ijin, Bupati Sragen berwenang mencabut ijin 
reklame sebelum masa berlakunya habis. 
 
2. Mekanisme perizinan penyelenggaraan reklame di Badan Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Sragen 
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2007 tentang 
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Di BPT (Badan 
Pelayanan Terpadu) Sragen mekanisme perizinan pajak reklame dapat 
penulis uraikan sebagai berikut : 
a. Pengajuan berkas permohonan di loket perizinan 
Pengajuan berkas permohonan oleh pemohon ijin reklame di loket 
perizinan reklame. Berkas tersebut harus sudah disi dengan benar 
dan jelas mengenai : 
1) Identitas Pemohon meliputi nama, alamat, pekerjaan, nama 
perusahaan, jenis usaha, alamt perusahaan. 
2) Identitas reklame yang akan dimintakan ijin yang meliputi : 
a) Jenis Reklame 
b) Ukuran 
c) Sudut Pandang 
d) Dipasang di (letak pemasangan) 
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e) Selama (jangka waktu pemasangan) 
b. Pemeriksaan berkas 
Pemeriksaan berkas dilakukan oleh petugas perizinan reklame. 
Petugas bertugas menerima permohonan perijinan reklame dari 
pemohon, yaitu memeriksa validitas awal data berupa kelengkapan 
data. Pemeriksaan berkas tersebut meliputi  pemeriksaan terhadap 
bdata-data yang berkaitan dengan identitas pemohon dan identitas 
reklame yang akan dimintakan ijin, apakah sudah diisi lengkap 
atau belum. Jika berkas sudah benar dan lengkap kemudian 
dilakukan proses selanjutnya, jika belum benar dikembalikan 
kepada pemohon untuk dilengkapi. 
c. Pemeriksaan Lokasi/lapangan 
Setelah pemeriksaan berkas telah dinyatakan lengkap, selanjutnya 
Badan Pelayan Terpadu akan melakukan pemeriksaan lapangan 
terkait dengan perijinan reklame yang telah diajukan pemohon. 
Pemeriksaan lokasi/lapangan yang akan didirikan reklame 
dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan Perijinan Kabupaten 
Sragen yang terdiri dari : 
1) Kasi (Kepala Seksi) Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Sragen 
2) Kasi  (Kepala Seksi) Aset Daerah Dinas Tata Kota 
3) Kasubid (Kepala Sub Bidang) Industri Perdagangan Koperasi 
(indakop) dan Reklame 
4) Kabid (Kepala Bidang)  Perijinan Jasa Usaha BPT. 
Dalam pemeriksaan lapangan permohonan ijin reklame hal-hal 
yang diperiksa oleh tim yaitu : 
1) Apakah reklame dilokasi tersebut (tempat pemasangan 
reklame) aman dari lalu lintas pemakai jalan dan terletak 2 
meter dari badan jalan sehingga tidak mengganggu arus lalu 
lintas dan aman dari pemakai jalan atau tidak. 
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2) Apakah dilokasi tersebut masih dimungkinkan untuk 
menambah papan reklame papan konstruksi atau tidak. 
3) Apakah reklame tersebut tidak akan merusak estetika / 
keindahan kawasan-kawasan tersebut,  dan reklame tersebut 
di buat dengan bentuk Papan Konstruksi dengan desain 
warna yang indah atau tidak. 
Pemeriksaan lapangan tersebut dilakukan untuk mengetahui atau 
mencocokan antara kondisi nyata yang ada di lapangan dengan 
kondisi yang ada pada berkas formulir perijinan reklame yang 
diajukan. Setelah pemeriksaan lapangan oleh tim selesai maka tim 
pemeriksa lapangan membuat berita acara pemeriksaan terkait 
dengan permohonan perijinan reklame yang telah diajukan oleh 
pemohon (bentuk berita acara pemeriksaan terlampir). 
d. Penetapan Biaya/pajak 
Setelah pemeriksaan lapangan selesai maka mekanisme selanjutnya 
yaitu penetapan biaya atau pajak. Untuk penetapan pajak, akan 
dibahas penulis pada sub bab berikutnya. 
e. Proses SK(Surat Keputusan) / Izin 
Untuk proses pengeluaran Surat Keputusan/izin Pemasangan 
Reklame yaitu : setelah pemeriksaan lapangan oleh Tim 
Pemeriksaan Lapangan Perijinan Kabupaten Sragen kemudian 
diadakan rapat rekomendasi permohonan ijin pemasangan reklame 
pemohon anatara Tim Pemeriksaan Lapangan Perijinan Kabupaten 
Sragen dengan Kepala BPT (Badan Pelayanan Terpadu) Kabupaten 
Sragen. Setelah adanya persetujuan atau rekomendasi perijinan 
pemasangan reklame maka dikeluarkanlah Surat Keputusan/ijin 
dari Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen atas 
nama Bupati Sragen. Bentuk Surat Keputusan tyersebut adalah 
sebagai berikut : 
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IJIN PEMASANGAN REKLAME 
NOMOR : ........................................ 
 
Kepada   :  
Alamat   :  
BUPATI SRAGEN 
 
Membaca
  
: Surat Permohonan ......................... yang mewakili dan atas nama ................. 
 Perihal Permohonan Ijin Pemasangan Reklame 
Menimbang : a. Bahwa setiap pemasangan reklame di badan jalan di wilayah Kabupaten 
Sragen wajib memiliki Ijin Pemasangan Reklame dari Bupati Sragen ; 
b. Bahwa permohonan tersebut, telah diadakan pemeriksaan menurut 
ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ; 
c. Bahwa sesuai permohonan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan di 
lokasi telah memenuhi syarat administrasi dan teknis. 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah; 
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 
1998 tentang Pajak Reklame; 
M E M U T U S K A N 
Menetapkan :  
PERTAMA :
  
Memberikan Ijin Reklame kepada: 
  Nama               :     
Alamat             :    
Jenis/Ukuran    :    
Judul                :    
Jumlah             :    
Lokasi              :     
KEDUA : Pemberian Ijin Pemasangan Reklame tersebut diktum PERTAMA dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
1. Pemegang Ijin wajib mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 
1998 tentang Pajak Reklame ; 
2. Pemegang ijin wajib membayar Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku ; 
3. Pemegang ijin dikenakan pembayaran uang jaminan pembongkaran 
reklame ; 
4. Membayar sewa tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 
5. Segala akibat yang ditimbulkan pemasangan reklame menjadi tanggung 
jawab penyelenggaraan reklame ; 
6. Kerusakan/kehilangan reklame yang telah dipasang bukan menjadi 
tanggung Pemerintah Kabupaten Sragen ; 
 
 
 
PEMERINTAH  KABUPATEN  SRAGEN 
BADAN PELAYANAN TERPADU 
Jl. Raya Sukowati No.255 Telp.0271892348, 891025 
(Ext. 235) 
S R A G E N 
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7. Ijin ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan 
berakhir pada tanggal, bulan, tahun. 
KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tidak dapat dipenuhi, 
maka ijin menjadi batal tanpa penggantian kerugian. 
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Ditetapkan di Sragen 
Pada tanggal   bulan tahun 
 
An. BUPATI SRAGEN 
KEPALA BADAN  PELAYANAN 
TERPADU 
KABUPATEN SRAGEN 
 
 
M. ISNADI, SE, MM 
NIP. 500 094 604 
Tembusan : 
- Kepala Dispenda Kabupaten Sragen 
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f. Pembayaran di Kasir 
Setelah surat keputusan ijin reklame diproses, mekanisme 
selanjutnya yaitu pembayaran oleh pemohon atas besarnya biaya 
permohonan ijin reklame di loket pembayaran. Besarnya biaya 
reklame ini sama dengan pajak yang dikenakan atas 
penyelenggaraan reklame yang diajukan oleh pemohon. 
g. Penyerahan SK/Izin                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ketika seluruh proses tersebut diatas telah diselesaikan, maka surat 
keputusan/ijin permohonan reklame diserahkan kepada pemohon 
ijin reklame. 
Penulis dapat menggambarkan proses tersebut diatas dalam flow 
chart sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar V : Mekanisme Pelayanan Perijinan Reklame 
 
3. Ketentuan mengenai pajak reklame atas penyelenggaraan reklame di 
wilayah Kabupaten Sragen. 
Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 
1998 tentang Pajak Reklame setiap penyelenggaraan reklame di wilayah 
kabupaten Sragen dikenakan pajak reklame. Dasar pengenaan pajak adalah 
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nilai sewa reklame.  Sesuai dengan keputusan Bupati Sragen Nomor 44 
tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perarturan Daerah Sragen 
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame penulis dapat menyimpulkan 
ketentuannya adalah sebagai berikut :  
a. Tarif harga dasar biaya pembuatan/pemasangan reklame masing-
masing jenis reklame di wilayah Kabupaten Sragen (terlampir). 
Besarnya pajak terutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 
20 % (dua puluh persen) dengan nilai sewa reklame yaitu dihitung 
dengan mengalikan nilai jual reklame dengan harga dasar 
pembuatan/pemasangan masing-masing jenis reklame. Nilai jual 
reklame ditentukan oleh faktor-faktor : 
1) Lokasi 
2) Sudut pandang 
3) Kelas jalan 
4) Ketinggian 
5) Luas reklame 
6) Lama pemasangan 
7) Jenis reklame 
 
b. Untuk menghitung nilai jual reklame masing-masing faktor diberi 
skor/koefisien. Skor/koefisien ditetapkan dengan angka indeks yang 
menggambarkan nilai dari tiap-tiap faktor. Nilai jual reklame 
diperoleh dari perkalian antara skor/koefisien yang diberikan untuk 
masing-masing faktor. Penetapan skor/koefisien dari masing-masing 
faktor (terlampir). 
 
c. Masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah 
(SPTPD). 
1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 
jangka waktu penyelenggaraan reklame. Pajak terutang dalam 
masa pajak terjadi pada saat kegiatan penyelenggaraan reklame. 
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Pajak reklame dikenakan kepada orang atau badan yang 
menyelenggarakan reklame.  
2) Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 
(SPTPD) dengan bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD dan 
harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani 
oleh wajib pajak atau kuasanya.  
 
d. Tata cara perhitungan, penetapan, dan pembayaran pajak. 
1) Berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Bupati 
Sragen menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 
2) Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kas Daerah, BKP atau 
PBKP Unit Pelayanan Terpadu (sekarang BPT) Kabupaten Sragen 
sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD (Surat Ketetapan 
Pajak Daerah), SKPDT (Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Tambahan), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan) dan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), dan setiap 
pelunasan pembayaran pajak tersebut diberikan tanda bukti 
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Bentuk, jenis, 
dan isi SKPD, SKPDT, SKPDKB, STPD; SSPD, tersebut 
(terlampir). 
 
e. Tata cara penagihan pajak 
1) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, 
Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya maka Bupati Sragen 
menerbitkan surat teguran dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari 
setelah tanggal surat teguran, wajib pajak harus melunasi pajak 
yang terutang. Apabila setelah 21 (duapuluh satu) hari setelah 
tanggal surat teguran wajib pajak tidak melunasi pajak yang 
terutang, Bupati Sragen menerbitkan Surat Paksa. 
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2) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, 
Bupati Sragen atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat 
perintah melaksanakan penyitaan.  
3) Apabila setelah dilakukan penyitaan dari wajib pajak belum juga 
melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 hari (sepuluh) hari sejak 
tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, 
Bupati Sragen atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan 
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. 
 
f. Tata cara pengurangan , keringanan dan pembebasan pajak. 
1) Pengurangan dan pembebasan pajak reklame diberikan hanya 
kepada wajib pajak yang menyelenggarakan reklame untuk 
kepentingan pendidikan, sosial, dan keagamaan dengan cara 
mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak 
kepada Bupati Sragen. 
2) Pembebasan pajak diberikan hanya kepada wajib pajak karena 
bencana alam, sehingga obyek pajaknya musnah atau usahanya 
jatuh pailit yang dikuatkan dengan surat keterangan dari lembaga 
hukum yang berwenang sehingga tidak mampu membayar pajak 
sama sekali. 
 
g. Pelaksanaan pemasangan reklame 
Pemasangan reklame baru boleh dilaksanakan setelah mendapat 
ijin pemasangan reklame dan pajak serta retribusinya dibayar penuh. 
Reklame yang sudah dibayar penuh pajak dan retribusinya diberi 
tanda lunas pajak reklame yang dipasang di tempat reklame yang 
bersangkutan atau tempat lain yang mudah untuk diadakan 
pemeriksaan.  
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Tata cara pemasangan reklame diatur sebagai berikut : 
1) Pemasangan alat perlengkapan reklame baik konstruksinya 
maupun ukurannya tidak mengganggu pemandangan lalu 
lintas, keindahan, keamanan, kesehatan, dan ketertiban 
umum. 
2) Bahasa yang digunakan baik untuk reklame suara maupun 
tulisan adalah bahasa Indonesia. 
3) Tulisan, suara dan gambar yang digunakan tidak bertentangan 
dengan kesusilaan, kesopanan, ketertiban umum, keagamaan, 
kesehatan, keindahan. 
4) Pemasang wajib memelihara reklame yang bersangkutan agar 
tetap terawat dengan baik sehingga tidak menganggu 
keindahan, keamanan, kesehatan dan ketertiban umum. 
5) Reklame dilarang dipasang pada bangunan pemerintah yaitu 
kantor, rumah sakit, ruang sidang, rumah dinas, tempat 
ibadah, tiang listrik/telepon, gardu-gardu, pohon, jalur hijau, 
dan kendaraan dinas kecuali mendapat persetujuan lebih 
dahulu dari Bupati. 
Untuk pemasangan reklame jenis tertentu diatur juga sebagai 
berikut : 
1) Untuk spanduk dan umbul-umbul : 
a) Harus menggunakan bahan dari kain dan dilarang dibuat 
dari bargor. 
b) Dipasang membujur jalan. 
c) Dilarang dikaitkan pada tiang listrik/telepon, pohon. 
2) Dilarang menggunakan lampu bewarna yang menyala 
menyerupai pengatur lalu lintas. 
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C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelayanan (prosedur) 
Perizinan Pajak Reklame di Badan Pelaynan Terpadu Kabupaten 
Sragen. 
Pelaksanan pelayanan (prosedur) perizinan pajak reklame berjalan 
dengan sangat baik, namun meski berjalan dengan baik terdapat beberapa hal 
yang menjadi hambatan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan 
perizinan reklame di Badan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut : 
1. Hambatan-hambatan yang berasal dari Badan Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Sragen : 
Hambatan yang pertama adalah adanya tempat yang dilarang oleh 
Pemerintah Daerah untuk didirikan papan reklame, tetapi oleh pihak 
pemohon tetap saja memaksa atau nekat untuk mendirikan reklame di 
tempat tersebut. 
Hambatan yang kedua yaitu banyak dari pihak pemohon 
penyelenggaraan reklame mendirikan reklame di suatu tempat tertentu 
baru kemudian mengurus perizinan di Badan Pelayanan Terpadu, 
padahal izin pemasangan reklame tersebut belum tentu diberikan oleh 
Badan Pelayanan Terpadu selaku pelaksana pemberi izin. 
Hambatan yang ketiga adalah pemohon penyelenggaraan reklame 
yang berasal dari luar Kabupaten Sragen, yang masa berlaku ijin 
pemasangan reklamenya sudah habis  tidak segera memperpanjang  
ijinnya.  
Hambatan yang keempat yaitu proses penertiban reklame di 
wilayah Kabupaten Sragen oleh Badan Pelayanan Terpadu cenderung 
susah, karena banyak dari pihak pemohon terkadang tidak memasang 
reklame sesuai ijin yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah. 
Hambatan yang kelima adalah sosialisasi mengenai aturan 
maupun tatacara dalam penyelenggaraan reklame yang belum merata 
kepada pihak-pihak yang akan menyelenggarakan reklame 
(wawancara dengan Ibu Anita Kurnia Sari selaku petugas pelayanan 
perizinan reklame pada tanggal 9, 10, 14 April 2008). 
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2. Hambatan-hambatan yang berasal dari pemohon ijin penyelenggaraan 
reklame. 
Hampir tidak ada hambatan yang berarti dari para pemohon ijin 
reklame mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan pajak reklame 
hanya ada beberapa hal antara lain : 
Hambatan yang pertama yaitu untuk pemasangan reklame pada 
tempat yang sulit untuk dijangkau biasanya agak lama, karena 
diperlukan waktu yang lama pula untuk menjangkau tempat 
pemasangan reklame. 
Hambatan yang kedua adalah kalau ada pejabat yang penting 
dalam proses pengurusan perizinan terutama perizinan pajak reklame 
tidak berada di tempat atau sedang keluar untuk kepentingan tertentu, 
maka waktu yang harus ditunggu oleh pemohon terlalu lama. 
Hambatan yang ketiga yaitu untuk perizinan penyelenggaraan 
reklame di lokasi yang tanahnya merupakan milik pemerintah daerah 
biasanya prosesnya agak lama (wawancara dengan pemohon perizinan 
reklame pada tanggal 9, 10, 19 April 2008). 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan 
dalam bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut  
1. Pelaksanaan Pelayanan (prosedur) Perizinan dan Pajak Reklame Di 
Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. 
Pelaksanaan pelayanan (prosedur) perizinan dan pajak reklame 
sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur dan mekanisme yang telah 
ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah 
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Kabupaten Sragen yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sragen Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan Keputusan 
Bupati Sragen Nomor 44 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 
1998 Tentang Pajak Reklame, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.  
h. Prosedurnya perizinan dan pajak reklame adalah sebagai berikut :  
Permohonan ijin reklame diajukan secara tertulis kepada 
Bupati Sragen melalui BPT Kabupaten Sragen. BPT Sragen 
melakukan penelitian terhadap berkas permohonan reklame. 
Pemberian dan/atau penolakan permohonan ijin penyelenggaraan 
reklame dapat diselesaikan dan disampaikan kepada pemohon 
selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 
diterimanya Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame. Apabila 
permohonan ijin reklame dikabulkan , maka BPT Kabupaten Sragen 
mempersiapkan Surat Keputusan Bupati Sragen tentang pemberian 
ijin reklame. Ijin penyelenggaran reklame diberikan setelah 
pemegang ijin melunasi pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
 
 
i. Mekanisme perizinan dan pajak reklame adalah sebagai berikut 
Pengajuan berkas permohonan di loket perizinan. Pemeriksaan 
berkas. Pemeriksaan Lokasi/lapangan. Penetapan Biaya/pajak. Proses 
SK(Surat Keputusan) / Izin. Pembayaran di Kasir. Penyerahan 
SK/Izin        
 
2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelayanan (prosedur) Perizinan 
Pajak Reklame di Badan Pelaynan Terpadu Kabupaten Sragen. 
Dalam pelaksanaan pelayanan (prosedur) perizinan dan pajak reklame 
di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen terdapat berbagai 
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hambatan-hambatan baik dari pihak BPT sendiri maupun pihak Pemohon. 
Hambatan tersebut sebagai berikut :  
Hambatan dari pihak BPT yaitu adanya pelanggaran oleh pemohon 
reklame terhadapa tempat yang dilarang oleh Pemerintah Daerah untuk 
didirikan reklame, banyak pemohon yang memasng reklame terlebih 
dahulu kemudian baru mengajukan ijin pemasangan, keterlambatan 
perpanjangan ijin reklame oleh pemohon yang berasal dari luar kota, 
penertiban yang sedikit susah karena banyak pemohon yang tidak 
memasang reklame sesuai ijin yang diajukan, sosialisasi yang belum 
merata. 
Hambatan dari pihak pemohon perizinan reklame yaitu pemasangan 
reklame pada tempat yang sulit untuk dijangkau biasanya agak lama. 
Biasanya kalau ada pejabat yang penting dalam proses perijinan sedang 
keluar, sehingga waktu yang harus ditunggu oleh pemohon terlalu lama. 
perizinan penyelenggaraan reklame di lokasi yang tanahnya merupakan 
milik pemerintah daerah biasanya prosesnya agak lama 
  
 
 
 
 
B. Saran 
Dari pembahasan tersebut, beberapa saran dapat penulis sampaikan 
sebagai berikut :  
1. Perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak 
Reklame karena sebagai salah satu dasar hukum yang mengatur tentang 
perizinan pajak reklame penulis merasasa peraturan daerah tentang Pajak 
Reklame tersebut kurang relevan mengingat sudah diterbitkannya undang-
undang pajak daerah terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang 
Pajak Dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
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Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. 
2. Peningkatan sarana dan prasarana seperti bangunan atau gedung  yang 
kurang mendukung aktivitas pelayanan perizinan dan non perizinan pada 
umumnya dan khususnya perizinan reklame. 
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